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ABSTRAK

KEPATUHAN INDONESIA TERHADAP AMANDEMEN KONVENSI
BASEL 2019 TERKAIT IMPOR LIMBAH PLASTIK

Oleh

COLIFATURANSA

Indonesia mengimpor limbah plastik karena industri daur ulang domestik
tidak mampu memenuhi permintaan nasional. Namun, limbah plastik yang diimpor
Indonesia seringkali mengandung limbah berbahaya dan beracun, sehingga tidak
dapat didaur ulang. Indonesia sepakat untuk mengamandemen Konvensi Basel pada
tahun 2019 untuk mengatur perdagangan limbah plastik. Perilaku Indonesia
terhadap amandemen Konvensi Basel 2019 akan menentukan kegiatan impor
limbah plastik Indonesia kedepannya. Penelitian ini mendeskripsikan kerangka
legalisasi Konvensi Basel dan menganalisis kepatuhan Indonesia terhadap
amandemen Konvensi Basel 2019 terkait impor limbah plastik.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan analisis deskriptif.
Kerangka legalisasi Konvensi Basel ditinjau memakai tiga dimensi dalam konsep
legalisasi, dan kepatuhan Indonesia terhadap amandemen Konvensi Basel 2019
terkait impor limbah plastik dianalisis menggunakan tiga aspek dalam compliance
theory. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi
pustaka dan studi dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Konvensi Basel dikategorikan sebagai
perjanjian dengan legalisasi yang tinggi (hard law). Namun demikian, berdasarkan
analisis, Indonesia belum memenuhi seluruh aspek kepatuhan terhadap Konvensi
Basel. Dari ketiga aspek kepatuhan tersebut, hanya outputs yang terpenuhi,
sedangkan outcomes dan impacts tidak. Oleh karena itu, kepatuhan Indonesia
terhadap amandemen amandemen Konvensi Basel 2019 terkait impor limbah
plastik adalah good faith non-compliance.

Kata kunci: compliance theory, Indonesia, amandemen Konvensi Basel 2019,
impor limbah plastik



ABSTRACT

INDONESIA'S COMPLIANCE WITH THE 2019 BASEL CONVENTION
AMENDMENT REGARDING THE IMPORT OF PLASTIC WASTE

By

COLIFATURANSA

Indonesia imports plastic waste because its recycling industry can't keep up with
national demand. However, the plastic waste that Indonesia imports often contains
hazardous and toxic waste, making it unrecyclable. Indonesia agreed to amend the
Basel Convention in 2019 to regulate the plastic waste trade. Indonesia's behavior
towards the amendments to the 2019 Basel Convention will determine future
imports of Indonesian plastic waste. This research describes the Basel Convention's
legalization framework using the legalization concept and analyzes Indonesia's
compliance with the 2019 Basel Convention amendments regarding plastic waste
imports using compliance theory. This research uses descriptive qualitative
methods with literature study and documentation for data collection techniques. The
research results show that the Basel Convention is categorized as an agreement with
high legalization (hard law). Nevertheless, based on analysis, Indonesia has not met
all aspects of compliance with the Basel Convention. Of the three compliance
aspects, only the outputs are fulfilled, while the outcomes and impacts are not.
Therefore, Indonesia's compliance with the amendments to the 2019 Basel
Convention regarding the import of plastic waste is good faith non-compliance.

Keywords: compliance theory, Indonesia, amendments to the 2019 Basel
Convention, imports of plastic waste
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I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang dan Masalah

Plastik akhir-akhir ini menjadi salah satu bahan yang paling banyak

digunakan di setiap sektor kehidupan, mulai dari supermarket hingga rumah tangga.

Alasan mendasar untuk penggunaan plastik secara ekstensif adalah biayanya yang

murah, yang lebih rendah daripada kertas dan kain. Selain murah, plastik juga

mudah dibuat dan tahan lama. Plastik sering digunakan dalam kehidupan sehari-

hari dan tersedia dalam berbagai ukuran dan bentuk. Tabel 1 menampilkan jenis-

jenis plastik berdasarkan penggunaan umumnya.

Tabel 1. Jenis-Jenis Plastik Berdasarkan Penggunaan Umum

Simbol

S
(k)
~
.
£5
.
5o

&

l});E
Co
N
(A

PS-E

.
D

OTHER

Jenis Plastik
Polietilena tereftalat

High Density Polietilena
(kepadatan tinggi)

Polivinil Klorida yang tidak
diplastisasi PVC-U
Polivinil Klorida
terplastisisasi P\VC-P

Low Density Polietilena
(kepadatan rendah)
Polipropilena

Polistirena

Expanded Polistirena
(polistirena yang diperluas)
kode ISO untuk Jenis
Plastik: mis. SAN, ABS,
PC, Nilon

Sumber : AAA Polymer, 2017

Penggunaan Umum
Botol air dan minuman ringan, wadah dan tutup salad,
nampan biskuit
Tas belanja, plastik penyimpan makanan, botol susu,
wadah es krim, botol jus, botol sampo, botol kimia dan
detergen, ember, pipa pertanian, peti
Wadah kosmetik, saluran listrik, pipa, kemasan blister,
wall cladding, atap rumah, botol
Selang taman, sol sepatu, selubung kabel, tabung dan
kantong darah
Plastik wrap, kantong sampabh, botol peras, pipa irigasi,
plastik mulsa
Wadah es krim, kemasan keripik kentang, sedotan,
piring microwave, ketel, furnitur taman, kotak makan
siang, pita kemasan
Kotak CD, sendok garpu plastik, gelas plastik, mainan
plastik, kotak video
Polystyrene foam cups, takeaway clamshells, nampan
daging, kemasan pelindung
Peralatan dan komponen
elektronik, botol pendingin

otomotif, peralatan



Dari berbagai jenis plastik yang ada, PVC dan PS menjadi jenis plastik yang
berbahaya. PVC dianggap berbahaya karena terdapat unsur kimia, seperti dioksin,
ftalat, BPA, dan logam berat. Produksi, penggunaan, dan pembuangan PVC
memiliki dampak yang merugikan bagi lingkungan dan kesehatan masyarakat. PVC
dikabarkan dapat menjadi penyebab kanker, cacat lahir, perubahan genetik,
penyakit kulit, bisul, gagal penglihatan, tuli, disfungsi hati, bronkhitis kronis, dan
gangguan pencernaan. Meskipun penggunaanya telah jauh berkurang, tetapi jenis
plastik yang satu ini masih sangat populer dalam produksi barang konsumsi karena
harganya yang murah dan sifatnya yang multifungsi (Proshad dkk., 2017).
Sementara itu, PS dianggap berbahaya karena telah tergolong sebagai karsinogen
manusia menurut International Agency for Research on Cancer (IARC), di mana
Karsinogen sendiri adalah agen penyebab kanker, yang memicu pertumbuhan sel
yang tidak terkendali (Proshad dkk., 2017).

Plastik tidak hanya berbahaya bagi kesehatan, tetapi juga memiliki dampak
negatif pada lingkungan. Harga plastik yang murah dan penggunaanya yang
cenderung sekali pakai membuat plastik mudah dibuang. Padahal plastik
merupakan bahan yang tidak mudah terurai. Pembuangan plastik secara terus
menerus dalam jumlah besar dapat mencemari tanah, serta menimbulkan polusi air
dan udara. Plastik yang dibuang ke tanah atau ditimbun membuat zat berbahaya
dari plastik larut dan meresap ke berbagai aspek lingkungan sehingga menyebabkan
kontaminasi tanah dan air. Selain itu, ketika sampah plastik yang ditimbun terurai,
karbon dioksida dan metana dilepaskan ke atmosfer, yang mengakibatkan
pemanasan global (Chandegara dkk., 2015). Menyingkirkan plastik dengan
melakukan pembakaran terbuka dapat menyebabkan risiko kesehatan terutama
gangguan pernapasan dari asap yang ditimbulkan. Plastik juga menguasai 80%
sampah yang ditemukan di lautan (IUCN, 2021). Sampah plastik ini
membahayakan organisme laut karena makhluk laut, seperti ikan, penyu, burung
laut, mamalia dapat salah mengira sampah plastik yang dibuang ke laut sebagai
makanan sehingga menelannya. Konsumsi plastik oleh organisme laut dapat

mengganggu kesehatan mereka dan menimbulkan kematian.



Penelitian pada tahun 2020 oleh Kara Lavender Law menunjukkan bahwa
tiga negara teratas dengan warga negara penghasil sampah plastik terbanyak di
dunia adalah Amerika Serikat, Inggris, dan Korea Selatan (Law dkk., 2020).
Penelitian ini menunjukkan bahwa negara maju mendominasi konsumsi plastik
global. Meskipun konsumsi plastik global banyak dihasilkan oleh negara-negara
maju, dominasi polusi plastik laut justru dihasilkan oleh negara-negara
berkembang. Ini dikarenakan data total sampah plastik laut yang ada tidak
memperhitungkan ekspor limbah atau pembuangan ilegal yang dilakukan negara
maju ke negara berkembang. Amerika Serikat sebagai negara nomor satu penghasil
sampah plastik terbanyak di dunia, lebih dari setengah sampah plastik yang
ditampung untuk didaur ulang dikirim ke luar negeri, terutama ke negara-negara
yang belum memiliki kapasitas yang baik dalam pengelolaan sampah plastik.
Amerika Serikat, bahkan dilaporkan mengirimkan sampah plastiknya ke negara-
negara termiskin di dunia, seperti Bangladesh, Laos, Ethiopia, dan Senegal
(Carrington, 2020).

Saat melakukan produksi, perusahaan-perusahaan besar di negara maju
menghasilkan limbah yang mencemari lingkungan. Di negara maju, perusahaan
yang menghasilkan limbah dikenakan sanksi, seperti pajak atau denda untuk
mencegah eksternalitas kesehatan, seperti kerusakan lingkungan dan memburuknya
kesehatan masyarakat (Yavuz, 2019). Karena biaya yang dibebankan besar,
beberapa perusahaan memilih untuk mengekspor limbahnya ke negara
berkembang, di mana regulasi lingkungan yang kurang ketat dan tenaga kerja
murah di negara berkembang membuat biaya daur ulang menjadi lebih ekonomis
dibandingkan di negara maju. Namun, Sebagian besar negara berkembang masih
belum mempunyai infrastruktur dan kapasitas yang mumpuni dalam pengelolaan
limbah. Akibatnya, limbah impor tidak terkelola dengan baik dan dibuang
sembarangan. Hal ini menyebabkan pencemaran lingkungan dan memburuknya

kesehatan makhluk hidup.



Indonesia menjadi salah satu negara berkembang yang belum mempunyai
kapabilitas baik dalam pengelolaan limbah, tetapi aktif dalam perdagangan limbah,
khususnya terkait impor limbah plastik. Plastik yang dibutuhkan Indonesia untuk
bahan baku produksi beberapa sektor strategis domestik adalah sebesar 7,2 juta ton
per tahun. Sedangkan industri daur ulang dalam negeri hanya dapat memenuhi
permintaan tersebut rata-rata 913 ribu per tahun (Kemenperin, 2019). Untuk
memenuhi pasokan plastik yang kurang, Indonesia mengimpor limbah plastik dari
negara lain. Tetapi, impor limbah plastik yang dilakukan Indonesia masih belum
bisa memenuhi kebutuhan plastik nasional, terlebih lagi limbah plastik yang
diterima Indonesia seringkali sudah terkontaminasi limbah berbahaya dan beracun

sehingga sulit untuk didaur ulang.

Alasan Indonesia
Impor Limbah Plastik

Sektor strategis domestik yang

membutuhkan plastik dalam produksi

Plastik yang dibutuhkan Indonesia
untuk produksi per tahun:

2
p &
. _— ' -
72juta ton = .
Industri makanan Industri
& minuman kosmetik
Industri daur ulang plastik lokal hanya dapat memenuhi - =
permintaan plastik rata-rata per tahun N =5
v Industri Industri
913 ribu ton farmasi elektronik

Untuk memenuhi pasokan plastik yang kurang,
Indonesia mengimpor limbah plastik dari negara lain

Industri Industri
pertanian otomotif

Gambar 1. Alasan Indonesia Impor Limbah Plastik

Sumber: Diolah oleh peneliti dari (Kemenperin, 2019).

Indonesia telah menerima impor limbah plastik sebanyak 261 kontainer dari

tahun 1989 hinga tahun 1994, dengan 104 kontainer diantaranya berisi sampah



plastik tercampur limbah B3 yang tidak bisa didaur ulang (Luthan, 1996). Data
Badan Pusat Statistik (BPS) memperlihatkan bahwa kiriman kiriman sampah
plastik PP Indonesia meningkat sebanyak 34,15% dari tahun 1995 ke tahun 1999,
di mana pada tahun 1995, Indonesia menerima impor sebanyak 136.122,7 ton, dan
meningkat menjadi 182.523,6 ton di tahun 1999 (Isyrin, 2020). Jumlah impor
limbah plastik Indonesia pada tahun-tahun tersebut dalam satu bulan diperkirakan
mencapai 3000 ton, dimana dari jJumlah tersebut hanya 60% yang bisa didaur ulang,
40% sisanya tidak bisa didaur ulang (Luthan, 1996).

Limbah plastik impor yang sulit didaur ulang seringkali berakhir di lautan dan
menimbulkan polusi. Menurut penelitian Jenna Jambeck pada tahun 2015,
Indonesia adalah produsen polusi plastik terbesar kedua di lautan setelah China.
Indonesia adalah negara asal 3,2 juta metrik ton sampah plastik yang tidak ditangani
dengan benar, 1,29 juta metrik ton di antaranya diperkirakan berakhir di lautan.
(Jambeck dkk., 2015). Meskipun begitu, impor limbah plastik Indonesia terus
mengalami peningkatan. Pada tahun 2017, jumlah impor limbah plastik Indonesia
adalah sebesar 128.866 ton meningkat sebanyak 141% di tahun 2018 menjadi
320.451 ton (UN Comtrade, 2018). Ini adalah jumlah impor tertinggi yang diterima
Indonesia sejak Indonesia melakukan impor limbah plastik dari tahun 1989 hingga
sekarang. Peningkatan jumlah impor limbah plastik ternyata tidak hanya dialami
oleh Indonesia, tetapi juga oleh negara berkembang lainnya yang berada di Asia
Tenggara. Impor limbah plastik ke kawasan Asia Tenggara meningkat hingga 167%
dari 836.529 ton pada tahun 2016 menjadi 2.231.127 ton pada tahun 2018
(Greenpeace, 2019).

Kiriman limbah plastik yang meluap ke negara berkembang telah
menimbulkan perhatian internasional. Indonesia dan 186 negara di dunia
menghendaki adanya amandemen pada Konvensi Basel. Konvensi Basel
merupakan perjanjian internasional yang dibentuk pada 22 Maret 1989, di Basel,
Swiss untuk mengendalikan dan mengurangi pergerakan lintas batas limbah
berbahaya dan pembuangannya. Konvensi ini menjadi upaya bersama negara-

negara dalam menetapkan standar global limbah berbahaya dan beracun, beserta



perdagangan dan pembuangannya. Ketentuan-ketentuan Konvensi Basel berpusat
pada tujuan-tujuan utama konvensi, yaitu meminimalkan jumlah limbah beracun
yang dihasilkan dan memastikan pengelolaan limbah berbahaya yang berwawasan
lingkungan terlepas dari lokasi pembuangan; membatasi pergerakan limbah
berbahaya antar negara, kecuali yang dianggap sesuai dengan prinsip manajemen
yang ramah lingkungan; dan sistem peraturan yang berlaku yang memperbolehkan
pergerakan lintas batas (Basel.int, 2011). Ratifikasi Indonesia terhadap Konvensi
Basel tertuang dalam Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 61 Tahun 1993.

Tabel 2. Perbandingan Konvensi Basel Sebelum dan Setelah Amandemen 2019

Sebelum Amandemen 2019 Setelah Amandemen 2019
Kategorisasi  Lampiran 1X (di luar lingkup Lampiran 1l (Limbah lainnya)
Limbah konvensi) Y48 (kategori baru) :
Plastik B3010: Limbah plastik, termasuk campuran dari
Sampah plastik padat: limbah tersebut, kecuali :
Bahan plastik atau plastik campuran 1. Limbah plastik yang merupakan
berikut, asalkan tidak dicampur limbah B3;

2. Limbah plastik yang hampir secara
keseluruhan terdiri dari :
a. Satu polimer tidak terhalogenasi;

dengan limbah lain dan disiapkan
dengan spesifikasi:

1. Plastik bekas dari polimer dan b. Satu resin yang diawetkan atau
kopolimer non-halogenasi; produk kondensasi;

2. Resin limbah yang diawetkan c. Salah satu dari enam polimer
atau produk kondensasi; berfluorinasi;

=

Kombinasi limbah PE, PP,
dan/atau PET asalkan dibuat untuk
didaur ulang secara terpisah dari
setiap komponen, ramah
lingkungan, dan pada dasarnya
bebas dari kontaminasi dan limbah
lainnya.

3. Limbah polimer berfluorinasi.

Lampiran VIII (Limbah berbahaya)
A3210 (kategori baru) :

Limbah plastik, termasuk kombinasi
limbah tersebut, terdiri atau tercemar
oleh unsur-unsur Lampiran | (kategori
limbah yang dikendalikan konvensi)
hingga menunjukkan karakteristik
Lampiran 111 (daftar karakteristik
berbahaya)

Lampiran 1X (di luar lingkup konvensi)
B3011 (kategori baru) :

Limbah plastik, asalkan dibuat untuk
didaur ulang secara terpisah dari setiap
komponen, ramah lingkungan, dan pada
dasarnya bebas dari kontaminasi dan



limbah lainnya (sebagaimana disebutkan
dalam kode Y48 pada lampiran I1).

Ketentuan - 1. Memikirkan cara yang tepat dalam
konvensi memastikan pengurangan limbah dan
yang harus pembuangan di negara limbah tersebut
dipatuhi dihasilkan;

2. Mengikuti prosedur pengiriman yang
terinformasi dalam persetujuan;

3. Meyakinkan bahwa pengelolaan
limbah berbahaya dan limbah lainnya
berwawasan lingkungan;

4. Negara pihak berhak menerapkan
larangan unilateral, dengan melarang
impor dari negara diluar konvensi, dan
mengharuskan negara pihak lainnya
untuk tidak mengekspor limbah ke
negara tersebut;

5. Jika didapati transaksi illegal,
eksportir harus melakukan
pengembalian kembali limbah yang
sudah dikirimkan, atau memastikan
pembuangan yang berwawasan
lingkungan di negara importir.

Sumber: Diolah oleh peneliti dari (Basel Convention, 1989)

Pada pertemuan Conference of the Parties keempat belas (COP-14) yang
dilaksanakan 29 April-10 Mei 2019, 187 negara di dunia setuju untuk mengontrol
perdagangan limbah plastik dengan mengadopsi amandemen pada Konvensi Basel.
Sebelum amandemen Konvensi Basel 2019, limbah plastik masuk ke dalam
kategori limbah “tidak berbahaya”. Berdasarkan hal tersebut, perdagangan limbah
plastik antar negara diperbolehkan, dan negara eksportir limbah plastik tidak harus
memperoleh persetujuan negara penerima dalam pengiriman limbah plastik
negaranya ke negara tersebut. Limbah plastik yang sudah dikirimkan otomatis
menjadi tanggung jawab negara importir untuk diolah atau didaur ulang sesuai
ketentuan yang berlaku. Setelah amandemen Konvensi Basel 2019 limbah plastik
masuk ke dalam beberapa kategori baru, yaitu limbah berbahaya yang tercantum
pada lampiran VIII, limbah lainnya yang masuk dalam Lampiran Il, dan di luar
lingkup konvensi pada Lampiran IX (Quina dkk., 2019).



Kewajiban Eksportir dan Hak Importir
terkait Prior Informed Consent (PIC)

Kewajiban eksportir Hak importir

elaporkan rencana perpindahan Memberikan persetujuan mengenai
lintas batas limbah kepada negara " perpindahan lintas batas limbah
importir; dengan atau tanpa syarat kepada

eksportir;

enginformasikan mengenai

erpindahan lintas batas limbah yang { Menolak usulan perpindahan lintas
dikirimkan kepada importir dengan batas limbah;
jelas, termasuk dampaknya terhadap
kesehatan manusia dan lingkungan; ¢ ) Memintainformasi tambahan

) Memperoleh persetujuan importir.

Gambar 2. Kewajiban Eksportir dan Hak Importir limbah
Sumber: Diolah oleh peneliti dari (Basel Convention, 1989)

Amandemen Konvensi Basel 2019 juga mewajibkan negara eksportir limbah
plastik untuk memberikan pemberitahuan kepada negara importir sebelum
mengirimkan limbah plastik, melampirkan informasi dan pernyataan yang jelas
terkait limbah plastik yang dikirim, dan menerima persetujuan negara penerima.
Negara importir juga mempunyai beberapa hak setelah adanya amandemen
Konvensi Basel, yaitu memberi persetujuan terkait pengiriman limbah plastik dari
negara eksportir dengan atau tanpa syarat, menolak permintaan perpindahan limbah
plastik, dan meminta informasi lengkap mengenai limbah plastik yang akan
diterima (Basel Convention, 1989). Amandemen ini mulai berjalan setelah Mei

2019, dan resmi berlaku secara penuh mulai 1 Januari 2021.

Adanya amandemen pada Konvensi Basel membuat negara berkembang,
seperti Indonesia mempunyai hak untuk menolak kiriman atau melakukan reekspor
(mengirimkan kembali) limbah yang sudah terlanjur dikirimkan ke negara asalnya,
jika ditemukan bahwa limbah tersebut melanggar ketentuan konvensi. Bisa



dikatakan bahwa menurun atau meningkatnya jumlah impor limbah plastik
Indonesia setelah amandemen Konvensi Basel 2019 bergantung pada kepatuhan
Indonesia terhadap aturan yang ada di dalam Konvensi Basel. Oleh karena itu,
menarik untuk meneliti kepatuhan Indonesia terhadap amandemen Konvensi Basel
2019 terkait impor limbah plastik. Konvensi Basel merupakan salah satu hukum
internasional yang mengharuskan para pihak untuk menegakkan konvensi tersebut
dengan menggunakan prosedur mereka sendiri menyesuaikan ketentuan konvensi.
Sementara Konvensi Basel menetapkan kriteria dan menyediakan alat, negara-
negara anggota bertanggung jawab untuk mengadopsi aturan konvensi ke dalam
hukum domestik, dan mengimplementasikan ketentuan konvensi secara nyata
(Benson & Mortensen, 2021). Kepatuhan Indonesia terhadap amandemen Konvensi
Basel 2019 penting untuk diteliti agar mengetahui apakah terdapat perubahan dalam

kegiatan impor limbah plastik Indonesia setelah adanya amandemen tersebut.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, Indonesia diketahui melakukan
impor limbah plastik untuk mencukupi kebutuhan plastik nasional demi menunjang
sektor-sektor strategis dalam negeri dikarenakan industri daur ulang lokal tidak
dapat sepenuhnya memenuhi permintaan tersebut. Namun, limbah plastik yang
diterima Indonesia kerap tidak bisa didaur ulang karena sudah tercampur limbah
berbahaya dan beracun. Indonesia sulit meminta pertanggungjawaban negara
pengirim limbah plastik karena tidak ada ketentuan yang mengatur mengenai hal
tersebut. Akibatnya, limbah plastik impor yang tercemar ini seringkali berakhir di
lautan. Terlebih lagi, sebuah penelitian menunjukkan bahwa Indonesia menduduki

peringkat kedua sebagai negara penghasil polusi plastik laut terbesar di dunia.

Pada tahun 2019, Indonesia setuju untuk mengontrol perdagangan limbah
plastik dengan menyepakati amandemen pada Konvensi Basel. Konvensi Basel
sendiri merupakan perjanjian yang diciptakan untuk mengendalikan dan

mengurangi pergerakan lintas batas limbah berbahaya dan pembuangannya. Setelah
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amandemen Konvensi Basel 2019, Indonesia dapat menolak kiriman limbah plastik
apabila eksportir tidak melampirkan informasi yang jelas mengenai limbah plastik
yang akan dikirimkan, dan melakukan reekspor jika terbukti limbah plastik yang
diterima tercampur limbah berbahaya dan beracun serta melanggar ketentuan
konvensi. Perilaku Indonesia terhadap amandemen Konvensi Basel 2019 menjadi
penentu dalam impor limbah plastik Indonesia kedepannya. Untuk itu, berdasarkan
rumusan masalah tersebut, peneliti mengambil pertanyaan penelitian sebagai
berikut: “Bagaimana kepatuhan Indonesia terhadap amandemen Konvensi Basel
2019 terkait impor limbah plastik?”

1.3. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan kerangka legalisasi Konvensi Basel
2. Menganalisis kepatuhan Indonesia terhadap amandemen Konvensi Basel 2019

terkait impor limbah plastik

1.4. Manfaat Penelitian

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam
pengembangan konsep-konsep disiplin ilmu Hubungan Internasional, khususnya
yang berkaitan dengan lingkungan dan hukum internasional. Penelitian ini juga
diharapkan dapat memberikan pengetahuan mengenai penerapan compliance
theory dalam mengidentifikasi kepatuhan suatu negara terhadap perjanjian

lingkungan internasional.



1. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Tinjauan pustaka membantu peneliti untuk mengidentifikasi topik,
mendukung metodologi, memberikan konteks, atau mengubah arah penelitian.
Tinjauan pustaka penelitian terdahulu berkaitan langsung dengan penelitian yang
akan atau sedang dilakukan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sembilan
penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian yang akan peneliti
lakukan. Penelitian-penelitian terdahulu yang digunakan peneliti tidak hanya
digunakan untuk menunjukkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian-
penelitian sebelumnya, tetapi juga untuk mendukung hasil penelitian yang

diperoleh dan menghindari pendapat yang tidak berdasar pada bab pembahasan.

Penelitian pertama dilakukan oleh Yeeun Uhm pada tahun 2021. Uhm
(2021) menitikberatkan penelitiannya pada bagaimana peran amandemen Konvensi
Basel pada perdagangan limbah plastik internasional, khususnya pada Negara-
negara Asia Tenggara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode
kualitatif dengan analisis deskriptif dan ditinjau menggunakan konsep hukum
internasional. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Negara-negara Asia
Tenggara diidentifikasi tidak dapat mengklasifikasikan, memproses, dan mendaur
ulang masuknya sampah dengan benar sejak 2018, tepatnya setelah China resmi
menerapkan National Sword Policy (Uhm, 2021). Selain itu, Uhm (2021)
menemukan bahwa Amerika Serikat turut terkena dampak signifikan atas
amandemen Konvensi Basel yang baru meskipun tidak meratifikasi konvensi
tersebut. Ada beberapa kelemahan dari Amandemen Konvensi Basel 2019 yang
disorot, seperti ambiguitas dari kalimat “pengelolaan yang berwawasan
lingkungan” dan “pencemaran” dalam pengategorian limbah tidak berbahaya
dari sampah
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plastik yang tertera dalam konvensi sehingga dapat menyebabkan kurangnya
efektivitas dalam implementasi amandemen terbaru (Uhm, 2021).

Penelitian kedua juga meneliti terkait perdagangan limbah di Asia
Tenggara. Penelitian ini dilakukan oleh Margareth Sembiring pada tahun 2019 yang
berfokus membahas perkembangan kontemporer di industri sampah global
khususnya isu penyelundupan sampah dengan menggunakan konsep atau teori
Environmentalism dan Cost-Benefit Analysis. Metode penelitian yang digunakan
adalah metode kualitatif dengan analisis deskriptif. Hasil penelitiannya
menunjukkan bahwa Negara-negara Asia Tenggara mengalami lonjakan impor
limbah yang tajam semenjak China menerapkan larangan impor limbah plastik ke
negaranya. Sembiring (2019) mengidentifikasi bahwa sebagian besar Negara Asia
Tenggara belum memiliki kapabilitas yang baik dalam pengelolaan sampah.
Meskipun begitu, Negara-negara Asia Tenggara tetap melakukan praktik
perdagangan limbah global karena bisnis daur ulang sampah telah menjadi ladang
penghasilan yang menguntungkan bagi sebagian besar masyarakat Asia Tenggara
(Sembiring, 2019).

Penelitian ketiga dilakukan oleh Saba Ahmad Khan yang membahas
tantangan potensial mengenai penerapan dan penegakan amandemen Konvensi
Basel dilihat dari kajian Hukum Internasional pada tahun 2020. Metode penelitian
yang digunakan adalah metode kualitatif-deskriptif. Khan (2020) umumnya
berasumsi bahwa keberhasilan implementasi amandemen Konvensi Basel yang
terbaru bergantung pada interpretasi masing-masing negara terkait ketentuan
hukum yang baru. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa terdapat beberapa
masalah terkait amademen Konvensi Basel 2019. Pertama, menurut Khan, masih
ada ketidakjelasan mengenai ambang batas kontaminasi limbah plastik yang dapat
diterima di dalam konvensi, di mana kategorisasi limbah plastik yang berbahaya
atau dilarang dikirim dan yang tidak berbahaya atau yang bisa dikirim masih belum
jelas. Kedua, ketentuan “dokumentasi atau kontrak relevan” yang tertera dalam
amandemen terbaru juga tidak dijelaskan secara terperinci sehingga mendorong

perdagangan limbah plastik ilegal. Ketiga, tidak adanya sanksi atau hukuman
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terhadap pihak-pihak yang tidak patuh terhadap konvensi meskipun secara hukum
Konvensi Basel merupakan peraturan yang mengikat (Khan, 2020).

Penelitian keempat merupakan penelitian Emily Bradford dan Matthew
Grice pada tahun 2021 yang membahas tentang kewajiban dan definisi dari
ketentuan dalam Konvensi Basel beserta amandemen terbarunya tahun 2019, dan
implementasi legislatif Australia terkait hal tersebut. Metode penelitian yang
digunakan adalah kualitatif deskriptif, yang dianalisis menggunakan dimensi
obligasi dan presisi dalam Konsep Legalisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
Hazardous Waste Act 1989 menjadi ratifikasi Australia terhadap Konvensi Basel,
sedangkan Recycling and Waste Reduction Act 2020 merupakan bentuk adopsi
Australia terhadap amandemen Konvensi Basel 2019 (Bradford & Grice, 2021).
Bradford dan Grice (2021) mengidentifikasi bahwa Konvensi Basel memiliki
kewajiban yang kuat, tetapi definisi singkat dalam Konvensi menyebabkan
interpretasi yang bervariasi, sehingga sulit untuk membedakan antara melanggar
dan tidak melanggar konvensi. Menurut Bradford dan Grice, kecil kemungkinan
pemerintah Australia tidak mengetahui masalah pengelolaan limbah di negara
tujuan ekspor limbah mereka, tetapi tidak adanya penjelasan lebih lanjut mengenai
beberapa ketentuan dalam konvensi, menjadi sulit bagi negara pengimpor untuk
meminta pertanggungjawaban Australia atas pelanggaran (Bradford & Grice,
2021).

Penelitian kelima dilakukan oleh Gina Sonia Te’dang pada tahun 2020.
Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis penerapan Konvensi Basel
terhadap penanganan impor limbah di Tiongkok dengan metode kualitatif
deskriptif. Untuk meninjau kesuksesan penerapan Konvensi Basel, Te’dang (2020)
menggunakan indikator keberhasilan kebijakan yang dilihat dari isi kebijakan
(content of policy) dan lingkungan implementasi (context of implementation). Hasil
penelitian menyoroti bahwa komitmen nyata Tiongkok terhadap Konvensi Basel
ditunjukkan dengan penerapan Green Policy pada tahun 2013 dan National Sword
Policy pada tahun 2017 (Te’dang, 2020). Te’dang (2020) mengkaji bahwa kedua

kebijakan tersebut berhasil menurunkan jumlah impor limbah Tiongkok, terutama
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National Sword Policy yang berhasil menurunkan impor limbah Tiongkok hingga
20 kali lipat, dari 600.000 lebih ton per bulan pada tahun 2016 menjadi 30.000 ton
per bulan di tahun 2018. Selain itu, kualitas udara dan air di Tiongkok juga
membaik semenjak diterapkannya National Sword Policy. Keberhasilan
implementasi Tiongkok terhadap Konvensi Basel salah satunya dikarenakan
pemerintahan Tiongkok di bawah Xi Jinping sadar akan pentingnya Kesehatan

lingkungan dengan memperhatikan perlindungan ekologi (Te’dang, 2020).

Penelitian keenam dilakukan oleh Eva Romée van der Marel pada tahun
2022 yang berfokus pada implikasi amandemen Konvensi Basel 2019 sebagai
bagian dari transisi menuju ekonomi plastik global yang lebih berkelanjutan.
Penelitian ini menggunakan konsep sustainable plastic economy dengan metode
penelitian kualitatif-deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa amandemen
Konvensi Basel sebenarnya mempunyai potensi untuk ekonomi plastik global yang
lebih berkelanjutan. Namun, beberapa ambiguitas dalam ketentuan Konvensi
menghambat terwujudnya hal tersebut. Menurut van der Marel (2022) pemahaman
para pihak mengenai daur ulang dengan Environmentally Sound Manner (ESM)
terbagi menjadi dua, yaitu antara melestarikan limbah sebagai sumber daya dalam
ekonomi global, dan memastikan hasil lingkungan terbaik secara keseluruhan dari
proses pengelolaan limbah. Regulasi yang kurang jelas ini menurutnya, dapat
diatasi melalui kerja sama eksportir dan importir, di mana negara pengekspor
limbah membantu menghasilkan ESM vyang lebih besar di seluruh negara
pengimpor limbah untuk membentuk ekonomi plastik global yang lebih
berkelanjutan (van der Marel, 2022).

Penelitian ketujuh dilakukan oleh Clara Ignatia Tobing, Mareta Della, dan
Edwin Sidik Prakoso pada tahun 2020. Penelitian ini menggunakan konsep
Transboundary Waste dan metode kualitatif dengan analisis deskriptif. Tobing dkk.
(2020) umumnya mengkaji bahaya sampah lintas batas bagi keamanan Indonesia
dan membahas implementasi undang-undang nasional dalam meningkatkan
regulasi pencegahan sampah lintas batas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

salah satu jenis sampah yang diimpor Indonesia dengan jumlah yang signifikan
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adalah sampah plastik. Namun, Peraturan mengenai impor sampah Indonesia yang
tercantum dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 31 Tahun 2016
tentang Ketentuan Impor Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun tidak memuat
sampah plastik dalam aturan tersebut, yang mengakibatkan Indonesia terus
menerima kiriman sampah plastik, baik yang dapat didaur ulang maupun tidak
dalam jumlah besar (Tobing dkk., 2020). Tobing, dkk. (2020) menyarankan
Pemerintah Indonesia untuk membuat peraturan ekspor-impor limbah B3 dan non-
B3 dengan beberapa ketentuan di dalamnya seperti harus adanya dokumen/ izin
resmi pengekspor, keterangan limbah yang diimpor, dan menerapkan sanksi yang
berat bagi pihak yang tidak memenuhi syarat.

Penelitian kedelapan membahas alasan mengapa masih terjadinya
perdagangan gading di Nusa Tenggara Timur (NTT) meskipun Indonesia sudah
meratifikasi Convention on International Trade in Endangered Species in Wild
Fauna and Flora (CITES). Penelitian ini dilakukan oleh Putri Lia Alfiani pada
tahun 2020 dan dianalisis menggunakan compliance theory Ronald B. Mitchell.
Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan analisis deskriptif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia telah memenuhi outputs kepatuhan
dengan meratifikasi CITES. Meskipun begitu, kasus perdagangan gading tetap
marak terjadi di NTT karena perubahan perilaku masyarakat terkait perdagangan
gading belum berubah atau outcomes tidak terpenuhi (Alfiani, 2020). Menurut
Alfiani (2020), ada dua faktor yang menyebabkan hal ini terjadi, yaitu pertama,
keterbatasan dalam anggaran, teknologi, serta sumber daya manusia pada
penanganan pelanggaran aturan perdagangan gading, dan kedua, kelemahan
administratif, seperti peraturan perundang-undangan dalam negeri yang masih

lemah dan sistem komunikasi yang buruk.

Penelitian kesembilan dilakukan oleh Yusril Ihza Ali pada tahun 2020 yang
membahas impor sampah plastik oleh Indonesia. Metode yang digunakan dalam
penelitian ini adalah metode kualitatif yang dianalisis secara deskriptif
menggunakan teori perubahan kebijakan luar negeri. Ali (2020) menemukan bahwa

National Sword Policy yang diterapkan China pada 2018 dengan tujuan untuk
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melarang importasi sampah plastik telah memiliki implikasi besar pada proses
perdagangan sampah internasional. Indonesia menjadi salah satu negara yang
terkena dampak dengan mengalami peningkatan impor sampah sebesar 141% atau
sekitar 283.152-ton pada tahun 2018. Dalam mengatasi hal tersebut pemerintah
Indonesia membuat Permendag No. 84 Tahun 2019 untuk menggantikan
Permendag Nomor 31 Tahun 2016 dengan tetap memasukkan ketentuan pada
konvensi Basel pada peraturan tersebut. Ali (2020) berasumsi bahwa peraturan
impor sampah yang baru akan berdampak positif pada lingkungan dan

perekonomian Indonesia (Ali, 2020).

Amandemen Konvensi Basel 2019 mulai berlaku pada tahun 2019 dan resmi
berlaku penuh (enter into force) pada 1 Januari 2021. Sebagai salah satu negara
yang meratifikasi amandemen Konvensi Basel terbaru, Indonesia mempunyai
kewajiban untuk mengimplementasikannya sesuai ketentuan yang berlaku. Oleh
karena itu, menarik untuk mengetahui kepatuhan Indonesia terhadap amandemen
Konvensi Basel 2019 terkait impor limbah plastik. Penelitian ini memiliki
perbedaan fokus dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian-penelitian
sebelumnya berfokus pada perdagangan limbah di Asia Tenggara, Tiongkok, dan
Indonesia; tantangan dalam penerapan Konvensi Basel; implementasi Australia
terhadap Konvensi Basel beserta amandemen 2019; implikasi amandemen
Konvensi Basel 2019, dan kepatuhan Indonesia terhadap CITES. Penelitian
mengenai impor limbah oleh Indonesia pada penelitian sebelumnya lebih berfokus
pada implikasi yang ditimbulkan dari kegiatan impor limbah pada masyarakat,
lingkungan, dan keamanan Indonesia serta bagaimana implementasi regulasi
domestik terhadap hal tersebut. Penelitian pada skripsi ini akan berfokus pada
kepatuhan Indonesia terhadap amandemen Konvensi Basel 2019 terkait impor
limbah plastik dilihat dari Konsep Legalisasi dan Compliance Theory.
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2.2. Landasan Konsep/ Teori

Teori penting digunakan dalam penelitian sosial karena tidak hanya
memberikan landasan dan alasan dalam penelitian yang sedang dilakukan, tetapi
juga memberikan kerangka kerja untuk memahami fenomena sosial dan
menginterpretasikan temuan penelitian (Bryman, 2012). Mengerti mengenai
hubungan teori dan penelitian yang dilakukan membuat penelitian akan lebih
terstruktur dan kuat (Neuman, 2014). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan
Konsep Legalisasi dan Compliance Theory untuk mengidentifikasi kepatuhan
Indonesia terhadap Amandemen Konvensi Basel 2019 terkait impor limbah plastik.

2.2.1. Konsep Legalisasi

Abbott, Keohane, Moravcsik, Slaughter, dan Snidal dalam karya
mereka yang berjudul The Concept of Legalization (2000) mendefinisikan
istilah legalisasi sebagai seperangkat atribut tertentu yang mungkin atau
mungkin tidak dimiliki oleh suatu Lembaga (Abbott dkk., 2000). Konsep ini
digunakan untuk menentukan tinggi atau rendah tipe suatu hukum
internasional. Ada tiga dimensi yang digunakan untuk menggambarkan

atribut-atribut legalisasi: obligasi, presisi, dan delegasi

2.2.1.1.0bligasi

Obligasi mengacu pada suatu atau seperangkat aturan dan
komitmen yang mengikat bagi negara atau aktor lain. Obligasi dalam
sebuah aturan menjadi penentu bagi aktor dalam berperilaku dan
bagaimana aturan tersebut ditegakkan. Perilaku para aktor di bawah
aturan atau komitmen yang ada rentan terhadap pengawasan di bawah
hukum internasional dan sering juga hukum domestik (Abbott dkk.,
2000);



Tabel 3. Indikator Obligasi

Tingkat Obligasi
Unconditional
obligation;
language and other
indicia of intent to
be legally bound

High

Political treaty:
implicit conditions
on obligation

National
reservations on
specific
obligations;
contingent
obligations and
escape clauses

Low Hortatory

Obligations

Norms adopted
without law-making
authority;
recommendations
and guidelines
Explicit negation of
intent to be legally
bound

Penjelasan

Penggunaan bahasa kewajiban,
menyerukan penandatanganan,
ratifikasi, dan pemberlakuan,
mengharuskan perjanjian dan
dokumen ratifikasi nasional
didaftarkan ke PBB

Perjanjian politik yang
mengikat secara hukum yang
berasal dari tindakan, perilaku,
atau keadaan dari satu atau
lebih pihak dalam perjanjian
Mengharuskan para pihak untuk
mengambil langkah-langkah
dalam implementasi aturan
internasional menyesuaikan
kepentingan nasional negara

Menyarankan para pihak untuk
mengadopsi kebijakan tertentu
bukan mengharuskan

Tidak terikat secara hukum,
ditulis sebagai "rekomendasi*
atau "pedoman™

Tidak dimaksudkan untuk
menciptakan kewajiban hukum,
tidak dapat didaftarkan ke PBB

Sumber: Diolah oleh peneliti dari (Abbott dkk., 2000)

2.2.1.2.Presisi
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Contoh

Pasal 24 Konvensi Wina
tentang Hubungan Diplomatik
. “The archives and
documents of the mission
shall be inviolable at any time
and wherever they may be.”
Protokol Kyoto mengenai
pengurangan emisi gas rumah
kaca: Uni Eropa menyetujui
pengurangan 8%, AS 7%,
Jepang dan Kanada 6%.

The 1994 Framework
Convention on Climate
Change mengharuskan para
pihak untuk mengambil
langkah-langkah untuk
membatasi emisi gas rumah
kaca, tetapi setelah
memikirkan kepentingan
nasional mereka

Pasal IV IMF Articles of
Agreement menggunakan kata
“endeavor” untuk
mengadopsi kebijakan
ekonomi domestik tertentu
The OECD Guidelines on
Multinational Enterprises

The 1992 Non-Legally
Binding Authoritative
Statement of Principles for a
Global Consensus on
sustainable management of
forests.

Presisi mengacu pada seberapa jelas aturan mendefinisikan

perilaku yang dituntut, diizinkan, atau dilarang. Untuk seperangkat

aturan, presisi tidak hanya berarti bahwa setiap aturan tidak ambigu atau

bermakna ganda, tetapi juga aturan itu harus terkait satu sama lain

dengan cara yang tidak bertentangan sehingga interpretasi kasus per
kasus dapat dilakukan secara konsisten (Abbott dkk., 2000);



Tabel 4. Indikator Presisi

Tingkat Presisi
Determinate rules:
only narrow issues
of interpretation
Substantial but
limited issues of
interpretation

High

Broad areas of
discretion

Low

“Standards”’: only
meaningful with
reference to specific
situations

Impossible to
determine whether
conduct complies

Sumber: Diolah oleh peneliti dari (Abbott dkk., 2000)

Penjelasan

Spesifik dan padat, aturan
yang ada jelas dan mudah
dipahami

Cukup spesifik, baik presisi
maupun tingkat elaborasinya
meningkat secara signifikan

Ketentuan umum, negara
harus bernegosiasi dan
berkonsultasi terkait
ketentuan yang ada dalam
aturan

Ketentuan luas, dibuat dalam
situasi yang tidak dapat
diantisipasi ketika konvensi
dirancang

Aturan membingungkan,
tidak jelas, sulit untuk
mengetahui apakah aturan
diikuti

2.2.1.3.Delegasi
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Contoh

Konvensi Wina tentang Hukum
Perjanjian dan Hubungan
Diplomatik

Perjanjian perdagangan WTO,
perjanjian lingkungan seperti
Protokol Montreal (ozon) dan
Kyoto (perubahan iklim)

The Convention on the
Elimination of All Forms of
Discrimination against Women
(CEDAW) mengharuskan
negara-negara untuk mengambil
langkah-langkah “tepat” untuk
menekan perdagangan
perempuan, tetapi tidak
menunjukkan langkah-langkah
tepat yang dimaksud

The European Court of Human
Rights menerapkan standar
umum, seperti, “inhuman and
degrading treatment” dan
“respect for ... private and
family life”

The North American Free Trade
Agreement tentang tenaga kerja
mengharuskan para pihak untuk
"menyediakan standar
perburuhan yang tinggi."

Delegasi berarti bahwa pihak ketiga telah diberikan wewenang

untuk menjalankan, menafsirkan, dan menerapkan aturan, serta

menyelesaikan perselisihan dan berpotensi mengembangkan lebih
banyak peraturan (Abbott dkk., 2000). Pihak ketiga yang dimaksud

adalah aktor-aktor yang mempunyai hubungan atau terkait dengan

aturan.



Tabel 5. Indikator Delegasi

Tingkat Delegasi

a. Dispute Resolution

High Courts: binding third-
party decisions; general
jurisdiction; direct private
access; can interpret and
supplement rules;
domestic courts have
jurisdiction
Courts: jurisdiction,
access or normative
authority limited or
consensual
Binding arbitration

Low

Nonbinding arbitration

Conciliation, mediation

Institutionalized
bargaining

Pure political bargaining

b. Rule Making & Implementation

High Binding regulations;
centralized enforcement

Binding regulations with
consent or opt-out

Binding internal policies;
legitimation of
decentralized enforcement

Penjelasan

Penyerahan sengketa
kepada pihak ketiga
yang mengikat secara
hukum, yurisdiksi
umum, akses pribadi
langsung

Yurisdiksi, akses atau
otoritas normatif
terbatas atau
konsensual
Penyerahan sengketa
kepada arbiter.
Keputusan arbiter
bersifat final dan tidak
dapat diganggu gugat.
Penyerahan sengketa
kepada arbiter. Para
pihak memiliki opsi
untuk meminta
persidangan.
Mekanisme untuk
memfasilitasi
kesepakatan melalui
negosiasi atau
perundingan
Perundingan politik
yang difasilitasi badan
konsultatif
internasional
Tawar-menawar
politik antara pihak-
pihak yang berselisih,
prosedur informal dan
tidak melibatkan
bantuan pihak ketiga
yang netral

Aturan ditafsirkan dan
diterapkan oleh
lembaga legislatif

Peraturan mengikat
dengan persetujuan
atau pilihan keluar
Penegakan hukum
didasarkan pada
preferensi anggota
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Contoh

The European Court of Justice
and Court of Human Rights

The International Criminal
Tribunals for Rwanda and the
former Yugoslavia

The U.S.-Iran Claims Tribunal

GATT lama

Opsi konsiliasi berdasarkan the
Law of the Sea Convention, dan
mediasi tersedia di dalam WTO

Tersedia dalam ASEAN

Pengambilan keputusan politik
tradisional

DK-PBB memberlakukan
program inspeksi, pemusnahan
senjata, dan kompensasi terhadap
Irak atas pelanggaran hukum
internasional

Sebagian besar peraturan Uni
Eropa

WTO bergantung pada
anggotanya untuk
mengidentifikasi kemungkinan
pelanggaran, menyusun argumen
hukum, dan mengajukan
sengketa



Coordination standards

Draft conventions;
monitoring and publicity

Low

Recommendations;

confidential monitoring

Normative statements

Forum for negotiations

Sumber: diolah oleh peneliti dari (Abbott dkk., 2000)

Bersifat sukarela, dan
diciptakan melalui
institusi di mana aktor
swasta memiliki peran
yang signifikan.

Pemantauan perilaku
negara dan

penyebaran informasi
tentang kepatuhan
aturan

Rekomendasi dan
pengamatan kepada
negara melalui laporan
rahasia

Pernyataan normatif
dalam instrumen
politik yang tidak
mengikat

Forum untuk
merundingkan
kesepakatan
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Dalam situasi koordinasi, otoritas
khusus, seperti International
Civil Aviation Organization
mengeluarkan pedoman teknis,
yang dibingkai sebagai
rekomendasi.

Dalam Convention of the Rights
of the Child, NGOs dapat
memantau, melaporkan,
mempublikasikan kepatuhan para
pihak terhadap konvensi
Committee against Torture yang
bergerak di bawah the Optional
Protocol to the Convention
against Torture dapat melakukan
penyelidikan rahasia

The 1987 recommendations of
the World Commission on
Environment and Development
Expert Group on Environmental
Law didukung oleh laporan yang
mempertimbangkan instrumen
lunak yang berasal dari
organisasi internasional

WTO menyediakan forum untuk
kesepakatan bagi semua pihak

Tipe legalisasi internasional secara keseluruhan dapat diukur melalui

tingkat obligasi, presisi, dan delegasi yang telah diketahui sebelumnya. Tabel

6 menunjukkan delapan tingkat legalisasi internasional, di mana baris paling

atas merupakan tipe legalisasi yang kuat (hard law) sehingga semakin

menurun semakin rendah pula tingkat legalisasi internasional.

Tabel 6. Tipe Legalisasi Internasional

Tipe Obligasi
Ideal type: Hard law

| High

11 High

] High

v Low

\Y High
VI Low
VII Low
VI Low

Ideal type: Anarchy
Sumber: Abbott dkk., 2000

Presisi

High
Low
High
High
Low
Low
High
Low

Delegasi

High
High
Low
High (moderate)
Low
High (moderate)
Low
Low
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Baris | pada tabel 6 menunjukkan tipe legalisasi yang sangat kuat, yang
ditandai dengan obligasi, presisi, dan delegasi yang kuat. Pada baris 11, dua
dimensi legalisasi, yaitu obligasi dan delegasi dikategorikan sebagai tinggi.
Kombinasi presisi yang lemah dan delegasi yang kuat dianggap sebagai cara
umum bagi institusi untuk menghadapi ketidakpastian sehingga rezim di baris
Il hampir setara tingkat kekuatannya dengan tipe legalisasi baris I.
Sebaliknya, pada baris I11, aturan sangat mengikat secara hukum serta spesifik
dan terperinci (obligasi dan presisi tinggi), tetapi tidak ada pihak ketiga yang
menafsirkan dan mengimplementasikan aturan (delegasi rendah) sehingga
tipe ini dianggap lebih lemah dibanding baris Il. Pada baris IV, aturan yang
dibuat spesifik (presisi tinggi), tapi tidak dimaksudkan untuk mengikat secara
hukum (obligasi rendah), dan biasanya diimplementasikan oleh badan-badan

yang tidak terlalu kuat (delegasi cukup tinggi).

Baris V ditempati oleh aturan yang mengikat secara hukum (obligasi
tinggi), tetapi sebagian besar ketentuan aturan ditulis secara umum (presisi
rendah), dan tidak memiliki badan yang dapat melakukan interpretasi dan
penerapan aturan (delegasi rendah). Di baris VI, terdapat situasi di mana
aturan tidak diwajibkan oleh hukum (obligasi dan presisi rendah), tetapi
negara memberi wewenang pada pihak ketiga untuk menerapkan konsep
umum (delegasi cukup tinggi). Sedangkan di baris ke VII, tidak ada aturan
yang mengikat maupun pihak ketiga yang dapat menjalankan aturan (obligasi
dan delegasi lemah), tetapi negara mengadopsi formulasi normatif yang tepat
(presisi kuat). Baris V11 adalah tingkat legalisasi yang sangat rendah, di mana
aturan dan komitmen tidak terlalu atau tidak mengikat (obligasi rendah),
lingkup pengaruh tidak didefinisikan dengan jelas (presisi rendah), dan tidak
banyak institusi yang mengawasi (delegasi rendah).

Konsep legalisasi memiliki relevansi dengan penelitian yang dilakukan
peneliti. Konsep legalisasi membantu peneliti dalam mendeskripsikan
legalisasi Konvensi Basel, di mana dalam konsep legalisasi terdapat tiga

dimensi, yaitu obligasi yang dapat mendeskripsikan kewajiban yang harus
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dipatuhi para pihak Konvensi Basel, presisi yang akan menunjukkan seberapa
jelas aturan didefinisikan dalam Konvensi Basel, dan delegasi yang dapat
memperlihatkan bagaimana sengketa diselesaikan dan bagaimana peraturan
dibuat atau dikembangkan dalam Konvensi Basel. Ketiga dimensi tersebut
ditentukan tingkatannya sesuai isi Konvensi Basel. Tingkat obligasi, presisi,
dan delegasi yang telah diketahui pada akhirnya dapat menentukan tipe
legalisasi Konvensi Basel, apakah termasuk tipe yang mengikat (hard law)

atau yang tidak mengikat (soft law).

2.2.2.Compliance Theory

Ronald B. Mitchell (1996) mendefinisikan kepatuhan (compliance)
sebagai perilaku aktor yang sesuai dengan aturan yang dinyatakan dalam
perjanjian. Tingkat kepatuhan negara pada perjanjian lingkungan
mencerminkan struktur yang mendasari masalah lingkungan, hubungan
persyaratan perjanjian dengan perilaku saat ini dan kepentingan masa depan,
serta struktur dan proses pengambilan keputusan dari pemerintah,
perusahaan, dan organisasi yang terlibat (Mitchell, 1996). Mitchell
menawarkan tiga indikator yang dapat digunakan dalam menentukan
kepatuhan negara terhadap perjanjian lingkungan internasional (Mitchell,

2007), yaitu sebagai berikut:

2.2.2.1.0utputs

Outputs ditunjukkan dengan pembuatan undang-undang,
kebijakan, atau peraturan domestik oleh pemerintah untuk
melaksanakan perjanjian lingkungan internasional (Mitchell, 2007).
Dalam hal ini, ditinjau persetujuan, penandatanganan, ratifikasi,
maupun adopsi perjanjian lingkungan internasional ke dalam peraturan

domestik negara.
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2.2.2.2.0utcomes

Outcomes merupakan perubahan perilaku yang dilakukan oleh
pemerintah atau aktor sub negara untuk mencapai tujuan perjanjian
lingkungan internasional (Mitchell, 2007). Hal ini dapat ditinjau dengan
melihat bukti-bukti perubahan perilaku negara yang menyesuaikan

perjanjian lingkungan internasional.

2.2.2.3.Impacts

Impacts adalah pengaruh perjanjian lingkungan internasional ke
arah yang positif (Mitchell, 2007). Dalam hal ini, ditinjau perubahan
terhadap kualitas lingkungan yang disebabkan oleh perjanjian
lingkungan internasional untuk menunjukkan bahwa perjanjian tersebut
memiliki dampak dan tujuan dibuatnya perjanjian tercapai. Jika kualitas
lingkungan tidak membaik, ini menunjukkan bahwa tindakan lebih
lanjut atau tindakan berbeda perlu dilakukan.

Isu lingkungan yang sama dapat memberikan tantangan yang berbeda
bagi negara maju dan negara berkembang. Karena itu, mengenai perjanjian
lingkungan, beberapa negara mungkin memilih untuk mematuhi peraturan,
sementara yang lain mungkin memilih untuk melanggarnya. Mitchell (2007)
membagi tingkat kepatuhan terhadap perjanjian lingkungan internasional

menjadi empat kategori berdasarkan perilaku negara.
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Tabel 7. Tingkat Kepatuhan terhadap Perjanjian Lingkungan Internasional

Tingkat Penjelasan Outputs Outcomes Impacts
Kepatuhan

Treaty- Perilaku patuh pada perjanjian karena v v v
Induced negara terikat oleh hukum, dan tujuan

Compliance dibuatnya perjanjian dapat tercapai

Coincidental Perilaku patuh pada perjanjian karena - v

Compliance secara tidak sengaja ketentuan yang ada

sejalan dengan kepentingan nasional
negara, bukan karena terikat oleh hukum

Good Faith Perilaku di mana negara berupaya untuk v

Non-

mengikuti perjanjian yang ada, tetapi

Compliance mereka tidak dapat memenuhi ketentuan

dalam perjanjian tersebut karena masalah
kapasitas, ambiguitas dan ketidakpastian
hukum, serta perubahan undang-undang

yang tidak terduga

Intentional Perilaku tidak patuh yang disengaja karena -

Non-

perjanjian yang ada dianggap lebih

Compliance menguntungkan bagi negara untuk

dilanggar daripada diikuti

Sumber: diolah oleh peneliti dari (Mitchell, 2007)

Treaty induced compliance menunjukkan kepatuhan negara yang tinggi
terhadap perjanjian lingkungan internasional, di mana negara berhasil
memenuhi outputs dan outcomes perjanjian lingkungan internasional dan
memperoleh impacts yang baik dari usahanya tersebut. Coicidental
compliance menunjukkan kepatuhan negara yang cukup tinggi. Negara tidak
menjalankan outputs, tetapi tanpa sengaja telah melakukan outcomes karena
sesuai dengan kepentingan nasional yang ingin dicapai negara. Namun,
negara tidak memperoleh dampak yang baik karena kurangnya panduan atau
pedoman bagi negara untuk mencapai hasil yang maksimal. Good faith non-
compliance menunjukkan kepatuhan negara yang cukup rendah, di mana
negara telah memenuhi outputs, tetapi tidak bisa menjalankan outcomes
karena tidak mempunyai kapabilitas yang mumpuni atau karena ambiguitas/
ketidakjelasan yang terdapat dalam perjanjian lingkungan internasional
sehingga tidak ada perubahan yang berarti bagi lingkungan atau impacts tidak
terpenuhi. Intentional non-compliance menujukkan kepatuhan negara yang
rendah atau tidak patuh. Negara secara sengaja memutuskan untuk tidak

menjalankan outputs dan outcomes, serta impacts tidak terpenuhi.



Tabel 8. Aplikasi Compliance Theory pada Penelitian

Variabel
Outputs

Qutcomes

Impacts

Konseptual
Pembuatan
undang-undang,
kebijakan, atau
peraturan
domestik oleh
pemerintah untuk
melaksanakan
perjanjian
lingkungan
internasional
Perubahan
perilaku yang
dilakukan oleh
pemerintah atau
aktor sub negara
untuk mencapai
tujuan perjanjian
lingkungan
internasional

Pengaruh
perjanjian
lingkungan
internasional ke
arah yang positif

Operasional
Persetujuan,
ratifikasi, atau
adopsi
perjanjian
lingkungan
internasional ke
dalam peraturan
domestik negara

Negara
melakukan
perubahan
perilaku yang
menyesuaikan
ketentuan dalam
perjanjian
lingkungan
internasional.

Perubahan
terhadap
kualitas
lingkungan
yang
disebabkan oleh
perjanjian
lingkungan
internasional

Indikator

Ratifikasi Konvensi
Basel oleh Indonesia
Persetujuan Indonesia
terhadap amandemen
Konvensi Basel 2019
Adopsi ketentuan
amandemen
Konvensi Basel 2019
ke dalam peraturan
domestik Indonesia
Indonesia
menyatakan
penolakan
perpindahan lintas
batas limbah plastik
yang melanggar
ketentuan konvensi
Indonesia
mengembalikan
limbah plastik impor
yang melanggar
ketentuan konvensi
ke negara asal
Indonesia melarang
impor limbah plastik
dari negara yang
bukan merupakan
pihak dalam
Konvensi Basel
Indonesia mengelola
limbah plastik impor
secara ramah
lingkungan
Lingkungan membaik
di daerah-daerah
yang menjadi tempat
penerimaan limbah
plastik

Sumber : Diolah oleh peneliti dari (Mitchell, 2007)
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Item

Dokumen
penandatanganan,
persetujuan,
ratifikasi, dan
adopsi Indonesia
terhadap
amandemen
Konvensi Basel
2019

Acrtikel jurnal,
artikel berita, dan
artikel atau
pernyataan dari
laman resmi
pemerintah
maupun NGOs
yang bergerak di
bidang
lingkungan

Acrtikel jurnal,
artikel berita,
artikel atau
pernyataan dari
laman resmi
pemerintah
maupun NGOs
yang bergerak di
bidang
lingkungan
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2.3. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini berawal dari masalah impor limbah plastik Indonesia yang
ternyata tidak semuanya bisa didaur ulang karena sudah rusak atau tercampur
limbah B3 dan limbah lainnya. Padahal limbah plastik tersebut dibutuhkan untuk
mendukung sektor-sektor strategis dalam negeri karena limbah plastik domestik
yang dikumpulkan industri daur ulang tidak bisa seluruhnya memenuhi kebutuhan
tersebut. Dalam menangani hal tersebut, Pemerintah Indonesia menyetujui adanya
amandemen pada Konvensi Basel 2019 untuk mengontrol perdagangan limbah
plastik. Impor limbah plastik Indonesia setelah amandemen ini akan tunduk pada
aturan Konvensi Basel. Selain itu, perubahan terkait permasalahan yang
sebelumnya Indonesia alami akan bergantung pada komitmen Indonesia terhadap
perjanjian ini. Untuk itu, Peneliti mencoba untuk menjelaskan permasalahan utama
dari penelitian yang akan dilakukan dalam kerangka pikir ini, yaitu menganalisis
kepatuhan Indonesia terhadap amandemen Konvensi Basel 2019 terkait impor

limbah plastik.

Untuk membatasi atau mengurangi impor limbah plastik yang berbahaya dan
melanggar hukum di Indonesia diperlukan perilaku dari pemerintah dan aktor
terkait yang mencerminkan kepatuhan terhadap amandemen Konvensi Basel 2019.
Pertama, perlu diketahui terlebih dahulu efektivitas dari Konvensi Basel dengan
membedah kerangka legalisasi Konvensi Basel menggunakan dimensi obligasi,
presisi, dan delegasi dalam Konsep Legalisasi. Selanjutnya, perilaku Indonesia
terhadap Konvensi Basel dianalisis menggunakan tiga aspek dalam Compliance
Theory, yaitu outputs, outcomes, dan impacts. Tiga dimensi pada Konsep Legalisasi
dan tiga aspek kepatuhan pada Compliance Theory dapat membantu untuk
menjelaskan sekaligus memberikan jawaban mengenai kepatuhan Indonesia

terhadap amandemen Konvensi Basel 2019 terkait impor limbah plastik.
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Indonesia mengimpor limbah plastik

untuk memenuhi kebutuhan plastik

nasional, tetapi tidak semua limbah
plastik impor dapat didaur ulang
karena telah tercampur limbah B3

Pemerintah Indonesia setuju untuk

N mengontrol impor limbah plastik

dengan menyepakati amandemen
Konvensi Basel 2019

Kepatuhan Indonesia terhadap
amandemen Konvensi Basel 2019 <
terkait impor limbah plastik

Kerangka legalisasi Konvensi Basel

Compliance Theory

Konsep Legalisasi

Outputs

Outcomes

Impacts Obligasi

Presisi

Delegasi

Jenis Kepatuhan Indonesia terhadap

amandemen Konvensi Basel 2019 terkait impor

limbah plastik

Gambar 3. Bagan Kerangka Pemikiran

Sumber: Diolah oleh peneliti untuk keperluan penelitian




I11. METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian
kualitatif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang biasanya lebih
menekankan pada kata-kata daripada angka-angka atau statistik dalam
pengumpulan dan analisis data (Bryman, 2012). Menurut Creswell, penelitian
kualitatif adalah pendekatan untuk mempelajari dan memahami apa yang individu
atau kelompok pikirkan tentang masalah sosial atau manusia (Creswell, 2014).
Dengan kata lain, penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menekankan

relevansi makna individu.

Penelitian ini juga menggunakan tipe penelitian deskriptif. Penelitian
deskriptif menampilkan gambaran spesifik dari suatu situasi, masalah sosial, atau
hubungan dengan cara yang mudah dipahami. Sebuah penelitian deskriptif dimulai
dengan pertanyaan yang jelas dan mencoba untuk menjawab pertanyaan tersebut
dengan gambaran rinci (Neuman, 2014). Penelitian ini bertujuan untuk memberikan
gambaran mengenai perilaku atau tindakan yang menunjukkan kepatuhan

Indonesia terhadap amandemen Konvensi Basel 2019 terkait impor limbah plastik.

3.2. Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah batasan masalah penelitian yang ingin diteliti.
Memfokuskan topik penelitian memungkinkan peneliti untuk menunjukkan bahwa
peneliti memiliki pemahaman yang menyeluruh tentang topik yang diteliti sambil

tetap menyesuaikan diri dengan batasan yang ditentukan. Fokus penelitian dalam
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penelitian ini adalah analisis kepatuhan Indonesia terhadap amandemen Konvensi
Basel 2019 terkait impor limbah plastik. Untuk mengetahui hal tersebut, peneliti
menggunakan dimensi obligasi, presisi, dan delegasi pada konsep legalisasi dalam
memeriksa kerangka legalisasi Konvensi Basel. Peneliti juga menggunakan aspek

kepatuhan yang terdapat dalam compliance theory, yaitu sebagai berikut:

1. Outputs, yang ditinjau dari ratifikasi Konvensi Basel 2019, serta persetujuan
dan adopsi amandemen Konvensi Basel 2019 ke dalam peraturan domestik

Indonesia.

2. Outcomes, yang ditinjau dari bukti-bukti perubahan perilaku Indonesia yang
menyesuaikan amandemen Konvensi Basel 2019, yaitu menyatakan penolakan
perpindahan lintas batas limbah plastik yang melanggar ketentuan konvensi,
mengembalikan limbah plastik impor yang melanggar ketentuan konvensi,
melarang impor limbah plastik dari negara yang bukan merupakan pihak dalam

Konvensi Basel, dan mengelola limbah plastik impor secara ramah lingkungan.

3. Impacts, yang ditinjau dari perubahan terhadap kualitas lingkungan Indonesia

yang disebabkan oleh amandemen Konvensi Basel 2019.

Ketiga aspek kepatuhan di atas dan tiga dimensi pada konsep legalisasi akan
menjawab kepatuhan Indonesia terhadap amandemen Konvensi Basel 2019 dan
menentukan jenis atau tingkat kepatuhan Indonesia.

3.3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah data sekunder.
Data sekunder adalah data-data yang sudah ada sebelumnya bukan diperoleh
langsung dari informan. Data-data yang digunakan pada penelitian ini berasal dari
Konvensi Basel, buku, artikel jurnal, artikel berita yang ada di internet, dokumen,
artikel maupun pernyataan dari laman resmi Kementerian Perdagangan

(Kemendag), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK),



Kementerian Luar Negri

(Kemlu),

Bea Cukai,

Organizations (NGOs) yang bergerak di bidang lingkungan.

Tabel 9. Jenis dan Sumber Data

Jenis
data

Sekunder

Data yang dicari

Kewajiban yang harus
dipatuhi para pihak
Konvensi Basel

Definisi ketentuan/ aturan
dalam Konvensi Basel
Peran pihak ketiga dalam
penyelesaian sengketa dan
pembuatan serta
pengembangan aturan
dalam Konvensi Basel
Ratifikasi Konvensi Basel
oleh Indonesia

Persetujuan Indonesia
terhadap amandemen
Konvensi Basel 2019
Adopsi ketentuan
amandemen Konvensi
Basel 2019 ke dalam
peraturan domestik
Pernyataan penolakan
perpindahan lintas batas
limbah plastik yang
melanggar ketentuan
Konvensi Basel oleh
Indonesia

Reekspor limbah plastik
yang melanggar ketentuan
Konvensi Basel ke negara
asal oleh Indonesia
Larangan impor limbah
plastik dengan negara non
pihak Konvensi Basel
Pengelolaan limbah plastik
impor secara ramah
lingkungan

Sumber data

Konvensi Basel

Konvensi Basel

Konvensi Basel

Dokumen yang dikeluarkan oleh
Pemerintah Indonesia (KEPPRES
No. 61 Tahun 1993)

Artikel dari laman resmi KLHK
(menlhk.go.id)

Dokumen yang dikeluarkan oleh
Pemerintah Indonesia (Permendag
No. 84 Tahun 2019)

Artikel dari laman resmi Setheg
(setneg.go.id) dan Kemlu
(kemlu.go.id)

Artikel berita dari CNN Indonesia
dan Greeners
Artikel jurnal

Artikel dari laman resmi KLHK
(menlhk.go.id)

Acrtikel berita dari Kompas

Artikel dari laman resmi World
Bank (worldbank.org), laporan yang
dikeluarkan oleh organisasi
lingkungan, dokumen yang
dikeluarkan oleh Pemerintah
Indonesia (Permenlhk No. 19 Tahun
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serta Non Governmental

Teknik
pengumpulan
data

Studi
dokumentasi

Studi
dokumentasi

Studi
dokumentasi

Studi
dokumentasi

Studi pustaka

Studi
dokumentasi

Studi pustaka

Studi pustaka

Studi pustaka

Studi pustaka
dan Studi
dokumentasi
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2021), artikel berita dari VOA

Indonesia
Kualitas lingkungan Artikel jurnal, artikel dari laman Studi pustaka
Indonesia pasca resmi World Bank (worldbank.org), dan Studi
amandemen Konvensi laporan yang dikeluarkan oleh dokumentasi
Basel 2019 organisasi lingkungan, foto yang

diambil oleh organisasi lingkungan
Sumber: Diolah oleh peneliti untuk keperluan penelitian

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah semua keputusan operasional mengenai
bagaimana, di mana dan kapan mengumpulkan data (Corbetta, 2003). Teknik
pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah berupa studi

pustaka dan studi dokumentasi.

1. Studi Pustaka
Studi pustaka adalah proses menemukan atau mencari informasi terkait
penelitian melalui sumber, seperti artikel dan database (Bryman, 2012). Dalam
melakukan studi pustaka, peneliti mencari informasi data dari berbagai literatur
yang membahas tentang Konvensi Basel, impor limbah plastik yang dilakukan
oleh Indonesia, implementasi Indonesia atas amandemen Konvensi Basel 2019
terkait impor limbah plastik, serta dampak dari tindakan yang Indonesia ambil
atas implementasi tersebut. Literatur yang digunakan dalam penelitian ini
berupa buku, artikel ilmiah yang berasal dari jurnal ilmiah penelitian terdahulu,
artikel dari laman resmi pemerintah (menlhk.go.id, kemenperin.go.id,
kemlu.go.id, dan setneg.go.id), dan artikel media massa dari The Guardian,

CNN, Kompas, Tempo, Greeners.co, dan VOA Indonesia.

2. Studi Dokumentasi
Studi dokumentasi adalah proses mengkaji berbagai sumber dokumenter
berbeda yang telah atau dapat digunakan dalam penelitian kualitatif, seperti
dokumen pribadi, dokumen resmi baik dari sumber negara maupun swasta, dan

media massa (Bryman, 2012). Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini
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adalah dokumen resmi yang dikeluarkan UNEP, yaitu Konvensi Basel,
dokumen resmi negara, yaitu KEPPRES No. 61 Tahun 1993, Permendag No.
84 Tahun 2019, dokumen panduan pengiriman limbah internasional yang
dibuat SEPA, foto yang diambil oleh Lembaga Ecoton dan Nexus3, laporan
dari organisasi lingkungan (Greenpeace, 1QAIr, IUCN, Aliansi Zero Waste
Indonesia, Arnika, Ecoton, IPEN, Nexus3, PPLH Bali, WALHI Nasional, Nol

Sampabh, dan Ciliwung Institute).

3.5. Teknik Analisis Data

Teknis analisis data mengacu pada pengelolaan, analisis, dan interpretasi data
(Bryman, 2012). Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan oleh
peneliti adalah teknik analisis data model Miles, Huberman, dan Saldafia, di mana
mereka membagi analisis data menjadi tiga tahapan, yaitu sebagai berikut (Miles
dkk., 2013):

1. Kondensasi Data

Tahap pertama adalah kondensasi atau pemadatan data. Kondensasi data
adalah proses memilih, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksi,
dan/atau mengubah data-data yang telah dikumpulkan sebelumnya dari
berbagai sumber. Kondensasi data dalam penelitian ini dilakukan dengan
memilah data yang telah dikumpulkan sebelumnya dari berbagai sumber data
mengenai impor limbah plastik Indonesia dan kaitannya dengan amandemen
Konvensi Basel 2019. Setelah dipilah, data-data tersebut dipilih, diparafrase,
serta digolongkan dalam pola tertentu untuk disajikan dalam tahap penyajian
data.

2. Penyajian data
Tahap kedua adalah penyajian data. Penyajian data mengacu pada tampilan
dari kumpulan informasi yang terorganisasi dengan baik dan padat yang

memfasilitasi pengambilan tindakan dan penarikan kesimpulan dalam
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penelitian. Dalam penelitian ini, data disajikan dalam bentuk teks, di mana
poin-poin penting penelitian, yaitu kerangka legalisasi Konvensi Basel, dan
analisis kepatuhan Indonesia terhadap amandemen Konvensi Basel 2019
terkait impor limbah plastik dikategorikan dalam sub-topik dan sub-sub topik
agar lebih terstruktur dengan baik. Selain itu, data deskripsi kerangka legalisasi
Konvensi Basel, kategorisasi plastik dalam Konvensi Basel, jumlah kontainer
limbah plastik yang ditangani Bea Cukai Indonesia tahun 2019, dan data
temuan mengenai kepatuhan Indonesia terhadap amandemen Konvensi Basel
2019 terkait impor limbah plastik disajikan dalam bentuk tabel untuk
memberikan informasi yang ringkas, padat, dan memudahkan pembaca

memahami hasil penelitian.

Penarikan Kesimpulan

Tahap ketiga adalah penarikan kesimpulan. Data-data yang sudah dikumpulkan
dari berbagai sumber, dikondensasi, serta disajikan, ditarik kesimpulannya.
Rumusan masalah penelitian terjawab dan diuraikan dalam hasil dan
pembahasan mengenai kepatuhan Indonesia terhadap amandemen Konvensi
Basel 2019 terkait impor limbah plastik. Informasi dan data temuan tersebut
kemudian dipadatkan dan ditambahkan saran yang relevan untuk Pemerintah

Indonesia, Konvensi Basel, dan penelitian selanjutnya.



V. SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Setelah menelaah kerangka legalisasi Konvensi Basel, konvensi ini memiliki
tingkat obligasi tinggi, presisi rendah, dan delegasi tinggi, yang menyimpulkan
bahwa Konvensi Basel termasuk dalam kategori hard law. Komitmen yang tinggi
dibutuhkan dalam penerapan tipe legalisasi yang tinggi agar peraturan berjalan
dengan efisien dan demi tercapainya tujuan dari konvensi. Namun, tingkat presisi
yang rendah dalam Konvensi Basel dapat menghambat para pihak untuk patuh pada
peraturan ini. Ketidakjelasan atau ketidaktentuan yang ditimbulkan dari ketentuan-
ketentuan yang ada dalam Konvensi Basel dapat menjadi celah dan dimanfaatkan
oleh pihak-pihak tertentu untuk menginterpretasikan ketentuan berdasarkan
keinginan pribadi dan akhirnya melanggar peraturan ini. Meskipun begitu,
melanggar tipe legalisasi yang tinggi seperti Konvensi Basel akan menjadi sorotan
dunia dan merugikan reputasi negara pelanggar. Pihak yang dirugikan juga dapat
meminta pertanggungjawaban negara pelanggar, yang sekali lagi dapat merugikan

jika negara memang memutuskan untuk tidak patuh.

Berdasarkan analisis, Indonesia masih belum memenuhi seluruh aspek
kepatuhan. Dari tiga aspek dari compliance theory, hanya aspek pertama, yaitu
outputs yang berhasil Indonesia capai dengan meratifikasi Konvensi Basel yang
tertuang dalam KEPPRES No. 61 Tahun 1993, menyetujui amandemen Konvensi
Basel mengenai limbah plastik pada COP-14 Konvensi Basel, dan mengadopsi
Konvensi Basel ke dalam peraturan domestik yang ditunjukkan dengan penerbitan
Permendag No. 84 Tahun 2019. Pada aspek outcomes, Indonesia sebenarnya sudah
berusaha untuk mengubah perilakunya sesuai amandemen Konvensi Basel 2019
terkait impor limbah plastik, tetapi terdapat penyimpangan yang dilakukan
perusahaan importir Indonesia, seperti mengalihkan reekspor limbah plastik ke
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negara lain, menerima kiriman limbah plastik dari Amerika Serikat (negara non
pihak Konvensi Basel), serta melakukan open dumping dan menjual limbah plastik
impor kepada pabrik tahu dan industri kapur yang akhirnya mendukung praktik
open burning pada limbah plastik impor. Outcomes yang tidak terpenuhi membuat
impacts tidak tercapai atau tidak ada perubahan signifikan terkait kualitas
lingkungan Indonesia. Oleh karena itu, jenis kepatuhan Indonesia terhadap
amandemen Konvensi Basel 2019 terkait impor limbah plastik adalah good faith

non-compliance

5.2. Saran

Berdasarkan simpulan yang diambil dari penelitian mengenai kepatuhan
Indonesia terhadap amandemen Konvensi Basel 2019 terkait impor limbah plastik,
peneliti memiliki beberapa saran kepada antara lain:

1. Pemerintah Indonesia

e Presiden Indonesia sebaiknya meratifikasi amandemen Konvensi Basel
2019 secara keseluruhan dengan menerbitkan Peraturan Presiden
(PERPRES) mengenai hal tersebut. Setelah ratifikasi dilakukan, impor
limbah plastik Indonesia akan sepenuhnya tunduk pada ketentuan Konvensi
Basel karena Indonesia sudah terikat secara resmi dengan amandemen
Konvensi Basel 2019. Hal ini juga dilakukan dengan harapan bahwa
Indonesia dapat meningkatkan terhadap Konvensi Basel.

e KLHK dan Kemenperin sebaiknya memeriksa rekam jejak perusahaan
dalam negeri yang meminta surat rekomendasi untuk keperluan impor
limbah plastik sebelum memberikan rekomendasi tersebut. Selain itu,
KLHK sebaiknya meningkatkan dan mengoptimalkan sistem dan proses
daur ulang limbah plastik dalam negeri pada setiap tahap daur ulang,
termasuk tahap pengumpulan dan pemilahan limbah plastik. KLHK juga
sebaiknya memberikan panduan informasi, edukasi, dan komunikasi pada
pelaku bisnis mengenai bahaya open dumping dan open burning limbah
plastik.
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o Kemendag sebaiknya menambah ketentuan larangan perdagangan dengan
negara non pihak Konvensi Basel dalam permendag terkait limbah plastik
atau menerbitkan pemberitahuan khusus mengenai hal ini kepada
perusahaan-perusahaan importir limbah plastik.

e Bea Cukai sebaiknya meningkatkan pemantauan terkait perpindahan lintas
batas limbah plastik, termasuk kegiatan reekspor, serta melakukan

pelaporan verifikasi dan evaluasi mengenai hal tersebut.

2. Para Pihak Konvensi Basel

e Pada COP Konvensi Basel selanjutnya, delegasi dari negara non pihak
Konvensi Basel perlu diundang, dan sebaiknya dilakukan diplomasi
mengenai pentingnya keterlibatan mereka menjadi negara pihak dalam
Konvensi Basel.

e Pihak Konvensi yang dikategorikan sebagai negara maju sebaiknya
melakukan transfer teknologi kepada negara berkembang yang menjadi
tujuan ekspor limbah plastik mereka, sehingga negara-negara berkembang
ini dapat membangun kapasitas teknologi yang diperlukan untuk menuai
manfaat ekonomi dari pengelolaan limbah plastik sambil meminimalkan

risiko terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.
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